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ABSTRAK

ANALISIS PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Pada Provinsi Lampung)

Oleh:
EWIED FEBRIAN SAFITRI

Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting
dalam penanganan pidana Pilkada.. Permasalahan peneltiian adalah bagaimanakah
peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanggulangan
tindak pidana pemilihan kepala daerah dan apakah faktor penghambat peran
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanggulangan tindak
pidana pemilihan kepala daerah.

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan
penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melihat, bertanya dan mendengar
dari pihak-pihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan
data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara
studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting
dalam penanganan tindak pidana Pilkada, dibentuknya Gakkumdu bermaksud
untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pilkada oleh
Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik
Indonesia. Faktor penghambat peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) dalam penanggulangan tindak pidana pemilihan kepala daerah,
Sentra Gakkumdu sesungguhnya punya kewenangan untuk mengumpulkan dan
mendalami bukti-bukti yang dibutuhkan maupun keterangan saksi sebelum
laporan/temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu diteruskan kepada
pihak kepolisian oleh lembaga Pengawas Pemilu. faktor penghambat yang paling
menonjol pada peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam
penanggulangan tindak pidana pemilihan kepala daerah dari pihak masyarakat
dimana masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran Pemilu tidak
melaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
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Saran, ketika bicara dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu maka harapan itu
ada di tangan Sentra Gakkumdu, lembaga Pengawas Pemilu hanya sebagai pintu
masuk, analisis dan keputusan selanjutnya berada di pundak Sentra Gakkumdu
(Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan) di pundak mereka lah semoga
masih ada secercah harapan untuk penegakan tindak pidana pemilu di Indonesia
guna melaksanakan pesta demokrasi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
2019.

Kata Kunci: Peran Sentra Penegakan Terpadu (Gakkumdu), Tindak
Pidana, Kepala Daerah



ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE OF INTEGRATED LAW ENFORCEMENT CENTER
(GAKKUMDU) IN MANAGEMENT OF CRIMINAL
SELECTION OF REGIONAL HEAD SELECTION
(Study in Lampung Province)

By:
Ewied Febrian Safitri

Gakkumdu as an integrated law enforcement center has an important role in handling the criminal
election. The problem of research is how the role of the Integrated Law Enforcement Center
(Gakkumdu) in handling criminal acts in the election of regional heads and whether the factors
inhibiting the role of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in handling criminal
acts regional head election.

The juridical empirical approach to the problem is to conduct research directly at the research
location by seeing, asking and hearing from the parties concerned. Source of data obtained by
using primary data and secondary data. Data collection procedures are carried out by means of
literature study and field research. Data analysis in this study uses qualitative analysis.

The results showed the role of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) as an
integrated law enforcement center has an important role in handling criminal acts in the Pilkada,
the formation of Gakkumdu intended to equalize the understanding and pattern of handling
criminal acts by the Bawaslu, the National Police of the Republic of Indonesia, and the Attorney
General's Office of the Republic of Indonesia . The Gakkumdu members themselves come from the
Indonesian National Police and prosecutors from the Attorney General's Office of the Republic of
Indonesia. Factors inhibiting the role of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in
the handling of criminal acts in regional head elections, the Gakkumdu Center actually has the
authority to collect and explore the necessary evidence and witness statements before reports /
findings of alleged violations of election criminal acts are forwarded to the police by the agency
Election Overseer. the most prominent inhibiting factor is the role of the Integrated Law
Enforcement Center (Gakkumdu) in the handling of criminal acts in the election of regional heads
from the community where people who are aware of election violations do not report to the
Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu).



Ewied Febrian Safitri
Suggestion, when talking about alleged violations of election crime then the hope is in the hands
of the Gakkumdu Center, the Election Supervisory institution is only as an entry point, the analysis
and subsequent decisions are on the shoulders of the Gakkumdu Center (Election Supervisory,
Police and Attorney General) in their shoulders there is still hope a glimmer of hope for the
enforcement of election crime in Indonesia to carry out a democratic party in the 2019 Presidential
and Vice President elections.

Keywords: Role of Integrated Enforcement Centers (Gakkumdu), Criminal Acts, Regional
Heads
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta
wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik
atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan. Pasca reformasi,
demokrasi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peningkatan
partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui
pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan
persamaan bagi segenap warga Negara. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan

pemilihan kepala daerah (pilkada).!

Pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota sejak Indonesia
merdeka sebelum Tahun 2005 hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) setempat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung
oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau

disingkat Pilkada.?

Indonesia sejak awal telah mempunyai regulasi tentang Pilkada. Ini menunjukkan

bahwa betapa Pilkada menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara di

! Miriam Budiardjo, Dasar-dasar IImu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. him.105.
2 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, Karya Nusantara, Bandung, 1983. him.28



Indonesia. Namun, kondisi ideal tersebut tampaknya tidak senantiasa berjalan
mulus tanpa adanya anomali atau fenomena-fenomena yang mencederai nilai-nilai
idealistik dari Pilkada tersebut, sejak awal hingga dengan pelaksanaan Pilkada
terakhir pun selalu terjadi pelanggaran terhadap norma-norma Pilkada. Kasus
yang sering terjadi pada setiap pelaksanaan Pilkada adalah kasus
penggelembungan suara dan atau politik uang (money politic) atau bentuk-bentuk
pelanggaran Pilkada lainnya. Penggelembungan suara atau politik uang dan
bentuk-bentuk pelanggaran Pilkada khususnya dalam pemilihan kepala daerah

lainnya adalah suatu tindak pidana.

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan
bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang
dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan
pada perbuatan (yaitu suatu keadaanatau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan
orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang Yyang

menimbulkannya kejadian itu”.?

Pidana Pilkada di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak
perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana hingga perbedaan tentang
penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari pidana
Pilkada semakin menjadi perhatian yang seriuskarena ukuran keberhasilan Negara

demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan Pilkada. Pemerintah

3 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, him.54



kemudian memperketat aturan hukum tentang Pilkada dengan semakin
memperberat sanksi pidana untuk pelaku pidana Pilkada dengan dibuatnya
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota yang selanjutnya disebut (UU Pilkada) sebagai Undang-Undang terbaru
tentang Pilkada anggota DPR, DPD, dan DPRD. UU Pilkada juga sebagai aturan

pelaksanaan Pilkada yang telah disempurnakan dari undang-undang sebelumnya.

Penjelasan tentang pidana Pilkada dinyatakan dalam UU Pilkada bagian ke-4
(empat) yang mengatur tentang Pidana Pilkada, dalam pasal 260 UU Pilkada
menyatakan, “Pidana Pilkada adalah tindak pidana pelanggaran dan/ atau
kejahatan terhadap ketentuan pidana Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini”.

Menurut Djoko Prakoso adalah “setiap orang, badan hukum atau organisasi
dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan menghalang-halangi atau
mengganggu jalannya Pilkada yang diselenggarakan menurut undang-undang”.
Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada memperlihatkan
keseriusan pemerintah dalam memberantas pidana Pilkada melalui pembentukkan

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 4

Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting
dalam penanganan pidana Pilkada. Dalam Pasal 486 butir (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada secara eksplisit dijelaskan dibentuknya

4 Djoko Prakoso, Tindak Pidana Pemilu, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, him. 148



Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan
pidana Pilkada oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal
dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari
Kejaksaan Agung Republik Indonesia. ®

Salah satu kasus tindak pidana Pilkada adalah adalah dimana Ketua Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), H
Nusron Wahid malah sibuk kampanyekan Paslon Arinal Djunaidi-Chusnunia
Chalim, di Lampung. Beberapa kali Nusron terlihat menghadiri kampanye paslon
nomor tiga ini. Bahkan saat Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada
menggerebek gudang logistik milik paslon Arinal-Chusnunia, sebuah rumah di
Bukit Kemuning, Lampung Utara. Politisi Golkar ini ada di lokasi. Dalam video
yang beredar, pengurus DPP Partai Golkar, H Nusron Wahid tampak adu mulut
dengan petugas di lapangan. Dari ekspresi wajah Nusron nampak kesal, gudang
penyimpanan ribuan sarung dan jilbab serta beberapa atribut bergambarkan
pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 3, Arinal
Djunaidi-Chusnunia Chalim, digerebek petugas.®

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai sentra penegakan hukum
terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana Pilkada,
dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola
penanganan tindak pidana Pilkada oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Para anggota Gakkumdu

sendiri berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang

berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Proses pengawasan tersebut, selain menerima laporan, Bawaslu dan Panwaslu
juga melakukan kajian atas laporan dan temuan pelanggaran, serta meneruskan

temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang. Jika laporan yang

5 1bid, him. 149.
® Estu Suryowati, https://www.fajarsumatera.co.id/nusron-wahid-tertangkap-basah-tim-gakkumdu-
pilkada-lampung, diakses Tanggal 18 Januari 2019, Pukul 18.36 WIB


https://www.fajarsumatera.co.id/nusron-wahid-tertangkap-basah-tim-gakkumdu-pilkada-lampung
https://www.fajarsumatera.co.id/nusron-wahid-tertangkap-basah-tim-gakkumdu-pilkada-lampung

diterima oleh Bawaslu mengandung unsur pidana, Bawaslu meneruskan laporan
tersebut kepada instansi yang berwenang untuk diselesaikan sesuai dengan

hukum acara pidana yang ditentukan oleh Peraturan Pemilu.

Berdasarkan peraturan pemilu, batas waktu pelaporan yang ditentukan adalah
tujuh hari sejak perbuatan dilakukan. Jika pelaporan adanya dugaan tindak pidana
dilakukan sebelum lewat dari batas waktu yang ditentukan, laporan akan
diterima olen Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan selanjutnya akan
dilakukan pengkajian terhadap laporan tersebut. Dalam hal laporan tersebut
mengandung unsur pidana, bawaslu meneruskan laporan tersebut kepada penyidik
dalam waktu paling lama 1x24 jam sejak laporan tersebut diputuskan sebagai

tindak pidana Pemilu.

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri dalam jangka waktu selama-
lamanya 14 hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Bawaslu. Jadi, 14
hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, pihak penyidik harus menyampaikan
hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum Jika hasil
penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama tiga hari
penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian
disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan
berkas oleh penyidik maksimal tiga hari untuk kemudian dikembalikan
Kepada Penuntut Umum. Maksimal lima hari sejak berkas diterima, PU
melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Untuk memudahkan proses
pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu, Bawaslu,

Kepolisian dan Kejaksaan telah membuat kesepahaman bersama dan telah



membentuk sentra penegakkan hukum terpadu (Sentra Penegakkan Hukum

Terpadu, Gakkumdu).

Secara garis besar bahwa apabila Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia
Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang melakukan pengawasan atau menerima
laporan menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu, hal itu disampaikan
kepada penyidik Kepolisian yang harus melakukan proses penyidikan dan
melimpahkan kepada Penuntut Umum. Dalam kasus pelanggaran pidana
Pemilihan Umum (Pemilu) ini Penuntut Umum akan melimpahkan berkas perkara

kepada pengadilan negeri untuk diadili dan diputuskan oleh hakim khusus.

Proses peradilan pidana Pemilihan Umum (Pemilu) ditentukan hanya terdiri atas
dua tingkat, tingkat pertama di pengadilan negeri dan tingkat banding di
pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan
mengikat. Selain itu, khusus untuk pengadilan pelanggaran Pemilihan Umum
(Pemilu) yang dapat mempengaruhi perolehan suara, ditentukan harus sudah
selesai paling lama 5 hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan

hasil pemilu secara nasional.

Khususnya di wilayah Provinsi Lampung ada beberapa pelanggaran pemilu yang
dilaporkan sebagai tindak pidana pemilukada. Berdasarkan pelanggaran
pemilukada yang terjadi di wilayah Lampung didominasi oleh pelanggaran money
politic. Ada juga pelanggaran berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara untuk

kegiatan kampanye.



Berdasarkan penanganan tindak pidana Pemilukada di wilayah Lampung,
penyidik mengalami kendala berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana money
politic. Hal ini terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota tidak mengatur pemberian sanksi pidana bagi
para pelaku politik uang (money politic), melainkan undang-undang tersebut
hanya mengatur sanksi diskualifikasi kepesertaan baik partai politik (parpol)

maupun calon Kepala Daerah.

Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) pada intinya menyebutkan bahwa untuk kepala daerah
yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu menjanjikan dan/atau memberikan
uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan calon Oleh
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan
sanksi pidana terhadap pelanggaran money politic. Sanksi pidana ditentukan
oleh undang-undang di luar Undang-Undang Pemilukada. Untuk hal ini penyidik
menggunakan ketentuan KUHP untuk menjerat pelaku. Hal ini cukup merepotkan
penyidik mengingat KUHP hanya mengatur perbuatan pidana secara umum. Hal
ini membuat penyidik kesulitan dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana
pemilukada dengan unsur-unsur dalam KUHP. Berdasarkan uraian latar belakang

di atas, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul “Analisis Peran Sentra



Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Provinsi Lampung)”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada masalah yang

dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam
penanggulangan tindak pidana pemilihan kepala daerah?

b. Apakah faktor penghambat peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu

(Gakkumdu) dalam penanggulangan tindak pidana pemilihan kepala daerah?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian llmu Hukum Pidana
Penelitian ini dititikberatkan pada penelitian yang bersifat normatif dan empiris
yaitu analisis peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam
penanggulangan tindak pidana pemilihan kepala daerah (Studi Pada Provinsi
Lampung). Tempat penelitian adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu

(Gakkumdu) Provinsi Lampung dan penelitian dilaksanakan pada Tahun 20109.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

dalam penanggulangan tindak pidana pemilihan kepala daerah.



b. Untuk mengetahui faktor penghambat peran Sentra Penegakan Hukum
Terpadu (Gakkumdu) dalam penanggulangan tindak pidana pemilihan kepala

daerah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis
Kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah dalam rangka pengembangan
kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin

ilmu yang dimiliki.

b. Praktis
Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan
masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan

penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil
pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan
identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.’
Pada permasalahan pertama dengan menjawabnya digunakan teori peran. Peran
merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila
seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka

la menjalankan suatu peran. Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang

7 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Ul Press. Jakarta. 1986, him. 124,
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diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan
dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang
mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah
yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban
tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang
mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role
accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak

berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.®

Soerjono Soekanto menyatakan peran merupakan aspek dinamis kedudukan
(status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut
kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut
sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan
tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum

secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.®

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian,

yaitu:

a. Peran yang ideal yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh

individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.

8 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, Jakarta, 2011, him. 123
% Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2012. him. 242
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c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang dijalankan oleh diri sendiri
karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
d. Peran yang sebenarnya dilakukan yaitu peran dimana individu mempunyai

kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang
sebenarnya adalah memang peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh
hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang di anggap diri
sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukanadalah peran yang
mempertimbangakan  anatara  kehendak  hukum  yang tertulisdengan
kenyataankenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus mementukan dengan

kenyataan yang ada. *°

Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa:

a. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif,
dalam penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum
yang bersumber pada substansi (subtance the of criminal law)

b. Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan
oleh pemegang peranan tersebut.

c. Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peranan
yang faktual yang dimiliki satuan petugas perbuatan melawan hukum.

Permasalahan kedua dijawab dengan teori faktor penghambat peran Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanggulangan tindak pidana
pemilihan kepala daerah. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada
faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut
mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak

pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

19 1bid. him. 242
11 1bid. him. 242
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Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan natara

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.*®

a.

Analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau
benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau
penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut.t*

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia
menjalankan suatu peranan.®

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan sentra penegakan
hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan pidana Pilkada.*®
Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk
meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak

terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.’

12 Sperjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali, Jakarta,

1986, him:3

13 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Ul Press. Jakarta, 1996, him. 126.

14 Koenjtaraningrat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, him. 27
15 Soerjono Soekanto. Op Cit. him. 242

16 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, him. 1.

7 Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 37.
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e. Tindak pidana adalah merupakan padanan istilah delik yaitu kelakuan yang
diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan
dengan kesalahan dan dilakukan olah orang yang mampu bertanggung
jawab.8

f. Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut Pilkada atau Pilkadakada
dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang
memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama
dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
antara lain Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil

bupati untuk kabupaten, serta Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.*®

E. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang
jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan
ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual,

serta sistematika penulisan.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang
pokok-pokok bahasan sebagai berikut: peran, sentra penegakan hukum terpadu
(gakkumdu), pidana pilkada, jenis-jenis pidana pilkada, upaya penanggulangan

kejahatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

18 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi 5, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, him. 88.
¥ “Djoko Prakoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Harapan, Jakarta, 2008, him. 148
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I1l. METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah,
sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, cara pengumpulan data

serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang
terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun

menggunakan data yang diperoleh di lapangan.

V.PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan
pembahasan serta saran-saran Yyang diberikan atas dasar penelitian dan
pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan

skripsi ini.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peran

Soerjono Soekanto menyatakan peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status),
apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,
maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat
lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan
normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban
dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement,

yaitu penegakan hukum secara penuh.®

Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa:

1. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif,
dalam penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum yang
bersumber pada substansi (subtance the of criminal law)

2. Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan
oleh pemegang peranan tersebut.

3. Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan diatas, akan membentuk peranan

yang faktual yang dimiliki satuan petugas perbuatan melawan hukum. 2°

19 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2012. him. 242
20 |bid. him. 242
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Peran adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong
royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka

sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat.?!

Peran dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, memiliki beberapa

indikator Kinerjanya, yaitu

1) Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang
kebebasan informasi (freedom of information act) termasuk aturan pengecualian
sepanjang berkitan masalah keamanan nasional, catatan penegakan hukum, dan
sebagainya.

2) Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar
prinsip equality before the law.

3) Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanggung jawab.

4) Adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan (access
to justice).

5) Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.

6) Adanya sarana dan prasarana yang memadai.??

Peran dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak-hak dan kewajiban

sebagai berikut:

1) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan
negara.

2) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.

2L Nurbiyanti, Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi, Bina Pustaka, Jakarta, 2006, him. 56
22 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP Undip, Semarang, 2002, him. 23
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3) Hak menyampaikan saran dan pendapatan secara bertanggung jawab terhadap
kebijakan penyelenggaraan negara.

4) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya
dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan
sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama, dan norma
sosial lainnya.

5) Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang

interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.??

B. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

1. Pengertian Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Upaya penegakan hukum Tindak pidana Pilkada telah dilaksanakan oleh Kepolisian,
Kejaksaan dan Panwaslu dengan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Sentra Gakkumdu), yang bertujuan untuk mengefektifkan koordinasi antara institusi
yang terlibat dalam penanganan pelanggaran Pidana Pilkada. Peradilan pertama yang
terlibat dalam Tindak pidana Pilkada pada penyelenggaraan Pilkada adalah
Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus
Tindak pidana Pilkada dalam waktu 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara. Sidang
pemeriksaan perkara Tindak pidana Pilkada dilakukan oleh majelis khusus yang
terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karir pada Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus melalui Keputusan Ketua

Makhamah Agung (MA).

2 1bid, him. 26
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2. Tugas pokok dan fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Tugas pokok Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Melakukan Koordinasi dalam proses penanganan Tindak pidana Pilkada.

b. Melakukan Koordinasi dengan Kemenlu RI dalam proses penanganan Tindak
pidana Pilkada yang terjadi di luar Negeri.

c. Melakukan pelatihan serta bimbingan teknik terhadap Sentra Gakkumdu Prov dan
Kab/Kota (untuk Sentra Gakkumdu Pusat).

d. Melakukan supervise dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu Prov dan Kab/Kota
(untuk Sentra Gakkumdu Pusat dan Sentra Gakkumdu Provinsi).

e. Menyampaikan Laporan pelaksanaan penanganan Tindak pidana Pilkada kepada
Sentra Gakkumdu Pusat (untuk Sentra Gakkumdu Provinsi) dan Sentra

Gakkumdu Kab/Kota kepada Sentra Gakkumdu Provinsi.

Pelaksanaan tugasnya, Sentra Gakkumdu berfungsi sebagai :

a. Sebagai forum koordinasi antara Pengawas Pilkada, Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan Tindak
pidana Pilkada.

b. Pelaksanaan pola penanganaan Tindak pidana Pilkada.

c. Sebagai pusat data dan informasi Tindak pidana Pilkada.

d. Pertukaran data dan/atau informasi.

e. Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak pidana Pilkada. dan

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan Tindak

pidana Pilkada.
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C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak
Pidana termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas
dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari
kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social-welfarepolicy)
dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindugan masyarakat (social-defence

policy).?*

Upaya penanggulangan tindak Pidana Berdasarkan Hoefnagels, ditetapkan dengan
cara :

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without pinishment)

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak Pidana dan pemidanaan

lewat media masa.?

Penerapan hukum pidana menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif
(penindakan/pemberantasan) sesudah tindak Pidana terjadi dalam sarana penal,
sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat
mengenai tindak Pidana dan pemidanaan lewat media massa menitik beratkan pada
upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum tindak Pidana

terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal.

2 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,
Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, him 73

% Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1996,
him.61.
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Upaya untuk melakukan penanggulangan tindak Pidana mempunyai dua cara
dalam hal penggunaan sarana Yyaitu melalui sarana sistem peradilan pidana
(penal)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya tindak Pidana, dan sarana
(non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya tindak
Pidana. Usaha untuk menanggulangi tindak Pidana mempunyai dua cara Yyaitu
preventif (mencegah sebelum terjadinya tindak Pidana) dan tindakan represif
(usaha sesudah terjadinya tindak Pidana). Berikut ini diuraikan pula masing-masing
usaha tersebut:
1. Tindakan Preventif
Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga
kemungkinan akan terjadinya tindak Pidana. Berdasarkan A. Qirom Samsudin M,
dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah tindak
Pidana lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan
saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat

hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Bonger berpendapat cara menanggulangi tindak Pidana yang terpenting adalah:
1) Preventif tindak Pidana dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam
arti sempit.
2) Prevensi tindak Pidana dalam arti sempit meliputi :
a. Moralistik  yaitu  menyebarluaskan  sarana-sarana yang  dapat
memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu

berbuat jahat.

% A, Qirom Samsudin M, Sumaryo E., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan
Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1985, him. 46
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b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan tindak Pidana
dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya
tindak Pidana, Misalnya memperbaiki ekonmi (pengangguran, kelaparan,
mempertinggi peradapan, dan lain-lain).

3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap tindak Pidana
dengan berusaha menciptakan.

a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,

b. Sistem peradilan yang objektif

¢. Hukum (perundang-undangan) yang baik.

4) Mencegah tindak Pidana dengan pengawasan dan patrol yang teratur.

5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi

tindak Pidana pada umumnya.?’
2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak
hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.?

Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak
pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas
perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan
untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum
dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana,
pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan

narapidana.

27 Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, him. 15
28 Soejono, D., Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 1976, him. 42.
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Penangulangan tindak Pidana secara represif ini dilakukan juga dengan tekhnik
rehabilitas, Berdasarkan Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau
tekhnik rehabilitasi, yaitu:

a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat,
sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman
kurungan.

b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang
biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan
konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan

diri dengan masyarakat.?®

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha
untuk menekankan jumlah tindak Pidana dengan memberikan hukuman (pidana)
terhadap pelaku tindak Pidana dan berusaha pula melakukan perbuatan
denganjalan memperbaiki si pelaku yang berbuat tindak Pidana. Jadi lembaga
permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi

menjadi jahat atau melakukan tindak Pidana yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan tindak pidana yang sebaik-baiknya harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.

b. Peradilan yang efektif.

c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.

d. Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.

29 Simanjuntak B dan Chairil Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Trasito, Bandung, 1980, hal. 399
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e. Partisipasi masyarakat dalam penangulangan tindak Pidana.
f. Pengawasan dan kesiagaan terhadpa kemungkinan timbulnya tindak Pidana.

g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.*

D. Tindak Pidana Pilkada

Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Pilkada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pilkada untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dew an Perwakilan Rakyat
Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

%0 Soedjono, D, Op. Cit, him. 45
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Tindak pidana Pilkada yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan Pasal
309 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah setiap
orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang
Pemilih menjadi tidak berniiai atau menyebabkan Peserta Pilkada tertentu mendapat
tambahari suara atau perolehari suara Peserta Pilkada menjadi berkurang dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak

Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

Peradilan pertama yang terlibat dalam tindak pidana Pilkada pada penyelenggaraan
Pilkada adalah Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili,
dan memutus Tindak pidana Pilkada dalam waktu 7 hari setelah pelimpahari berkas
perkara. Sidang pemeriksaan perkara Tindak pidana Pilkada dilakukan oleh majelis
khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karir pada Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus melalui Keputusan

Ketua Makhamah Agung (MA).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota memberikan batasan mengenai tindak pidana Pilkada di dalam Pasal

260, yang menyebutkan bahwa tindak Pidana Pilkada adalah tindak pidana
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pelanggaran dan/atau tindak Pidana terhadap ketentuan Tindak pidana Pilkada

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Proses penanganan Tindak pidana

Pilkada diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 261 UU Pilkada:

1)

)

(3)

(4)

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil
penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 14
(empat belas) hari sejak diterimanya laporan.

Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga)
hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus
dilakukan untuk dilengkapi.”

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada Ayat
(2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut
umum.

Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) dan Ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak
menerima berkas perkara.

Pasal 262 UU Pilkada:

1)

()

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
Tindak pidana Pilkada menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Sidang pemeriksaan perkara Tindak pidana Pilkada sebagaimana dimaksud pada
Avyat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

Pasal 263 UU Pilkada:

(1)
()

©)

(4)

()

Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak
pidana Pilkada paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahari berkas perkara.
Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan
banding. perrnohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah
putusan dibacakan.

Pengadilan Negeni melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada
Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding
diterima.

Pengadilan Tinggi memeniksa dan memutus perkara banding sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding
diterima.

Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4)
merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan
upaya hukum lain.
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E. Jenis-Jenis Pidana Pilkada

Melihat pemberitaan dan iklan masyarakat di Media tentang Tindak pidana Pilkada,
muncul pertanyaan di dalam benak masyarakat yang dimaksud dengan Tindak pidana
Pilkada. Terdapat beberapa pendapat dan tafsiran mengenai Tindak pidana Pilkada
oleh para pakar pidana di Indonesia, hal ini terjadi karena di dalam Undang-undang
(baik KUHP maupun UU Pilkada) tidak mendefenisikan apa yang dimaksud

dengan Tindak pidana Pilkada.

Adapun bentuk-bentuk Tindak pidana Pilkada dalam Undang- Undang Nomor 8
Tahun 2012 dibagi dalam dua kategori yaitu berupa Tindak pidana Pilkada yang
digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291.
Sedangkan Tindak pidana Pilkada yang digolongkan tindak Pidana dari mulai Pasal

292 sampai dengan Pasal 321 beserta segala sifat yang menyertainya.

Bentuk-bentuk tindak pidana Pilkada berupa pelanggaran berdasarkan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

adalah:

a. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri
atau diri orang lain suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih
sebagaimana tentang diatur dalam Pasal 273.

b. Anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar
pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta

Pilkada, sebagaimana diatur dalam Pasal 274.
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c. Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pilkada,
sesuai dengan Pasal 275.

d. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) yaitu menghina
seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pilkada yang lain,
sebagaimana diatur dalam Pasal 278.

e. Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan
sengaja maupun karena kelalaian mengakibatkan terganggunya pelaksanaan
Kampanye Pilkada di tingkat desa atau nama lain/kelurahan, sebagaimana diatur
dalam Pasal 279.

f. Peserta Pilkada yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam

laporan dana Kampanye Pilkada, sebagaimana diatur dalam Pasal 280.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara
rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka
menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat
diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana,
yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil
untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana,

yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang
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sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang

akan datang.®!

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan
hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila
berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan
dan keserasian antara moralitas sipil. yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di
dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai
pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pidana dikenal pula sistem penegakan hukum pidana, yaitu
merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum pidana yang
diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem pada proses
peradilan pidana. Oleh karena itu, keterpaduan dari subsistem norma hukum
pidana yang integral juga dilaksanakan oleh 4 (empat) subsistem, yaitu:

a. Kekuasaan penyidikan (oleh badan atau lembaga penyidik);

b. Kekuasaan penuntutan (oleh badan atau lembaga penuntut umum);

c. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana (oleh badan atau

lembaga pengadilan); dan
d. Kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana (oleh badan atau aparat

pelaksana atau eksekusi).®?

3L Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru. Bandung, 1983. him. 24.
%2 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. Sistem Peradilan Pidana. Bandar Lampung. Universitas
Lampung. 2015, him. 59.
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Hubungan antar Badan-Badan Penegak hukum atau Peradilan Pidana:

a. Hubungan kepolisian dengan penuntut umum dan pengadilan, kedudukan
kepolisian dalam proses peradilan pidana berperan sebagai penjaga pintu gerbang
yaitu melalui kekuasaan yang ada ini merupakan awal mula dari proses
pidana. Polisi berwenang menentukan siapa yang patut disidik. Penutut umum
baru melaksanakan fungsinya setelah ada penyerahan hasil pemeriksaan pihak
penyidik. Pembuat surat dakwaan oleh penuntut berdasarkan berita acara
pemeriksaan penyidikan, jadi antara tugas kepolisian dan tugas penuntut
umum, satu sama lain ada kaitannya. Penyidik akan mempengaruhi dakwaan.

b. Hubungan penuntut umum dengan peradilan dan lembaga permasyarakatan,
hubungan antara penuntut umum hakim atau pengadilan tampak pada
pemeriksaan dimuka persidangan. Pemeriksaan pengadilan berdasarkan pada
surat dakwaan tidak atau kurang benar, maka hakim dapat memberikan
kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaikinya. Sedangkan dalam
hubungannya dengan lembaga permasyarakatan, penuntut umum adalah orang
yang ditugaskan melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap
dengan memasukan orang yang telah dipidana ke lembaga kemasyarakatan
(eksekusi). Dalam hal putusan pengadilan berupa perampasan kemerdekaan, maka
peranan hakim sebagai pejabat diharapkan juga bertanggung jawab atas
putusannya tersebut. Artinya ia harus mengetahui apakah putusan yang telah
dijatuhkan olehnya dilaksanakan dengan baik oleh petugas-petugas yang

berwenang yaitu baik penuntut umum dan lembaga kemasyarakatan. 3

33 Kadri Husin dan Budi Rizki. Op.Cit, him. 63.
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Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu

sebagai berikut :

a.

Konsep penegakan hukum vyang Dbersifat total (total enforcement concept)
yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut
ditegakkan tanpa terkecuali.

Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept)
yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan
sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul
setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-
keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana- prasarana, kualitas sumber daya
manusianya, kualitas perundang- undangannya dan kurangnya partisipasi

masyarakat.

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-

pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-

peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam

peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada

pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini,

dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para

penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak

peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.
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Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau
suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam
masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam
bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi,

hakim, jaksa, serta pengacara.®*

Soerjono Soekanto menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan

hukum dalam upaya penanggulangan tindak Pidana, yaitu:

a. Faktor hukum nya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidak cocokan dalam
peraturan perundang-undangan mengenai bidang bidang kehidupan tertentu.
Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang
undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala
ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam
penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya
sendiri. penegak hukum antara lain mencakup hakim,polisi,jaksa,pembela, petugas
pemasyarakatan, dan seterusnya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, vyaitu seperti
mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang
memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan

semestinya.

34 Budi Rizki H, dan Rini Fathonah,Op Cit, him. 2.
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Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak
hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum
masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan
semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di
dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia
merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis
(perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum

adat.%®

Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses

penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak

jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto

Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan

hukum.

a.

Unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif.

b. Unsur penegakan hukum cq. Polisi, Jaksa dan Hakim.

C.

Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. 3

Pada sisi lain, Jerome Frank dalam Theo Huijbers, juga berbicara tentang berbagai

faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain

% Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajagrafindo

Persada, Jakarta, 2002, him. 5.

% Satjipto Rahardjo. Op. Cit, him. 23, 24.
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faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral

serta simpati dan antipati pribadi. *

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang
berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni
menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat
berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara umum
demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh
bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana
dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan
suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu
hukum pidana dikenal dengan istilah pemidanaan atau pemberian pidana. Cara kerja
hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai
pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang
luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni:

a. Pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan in abstracto),

b. Pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan in concreto).®

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan
demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat
memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan

kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

37 Theo Huijbers. 1991. Filsafat Hukum. Kanisius. Yogyakarta, him. 122.
% Ibid, hlm. 13.
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Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana
secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-
perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau
dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam
Undang-Undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan
menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang
dan diancam pidana itu. Dengan demikian, dengan diberlakukannya suatu Undang-
Undang Pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di

dalam masyarakat.



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yuridis normatif dan yuridiis empiris, pendekatan yuridis normatif
merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara
menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta
peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan
yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara
langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan
penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan

pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.®

B. Sumber dan Jenis Data
Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan
diperoleh langsung dari data yang diperoleh dari bahan pustaka*®. Sumber data
yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data sekunder.
1. Data Primer
Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.
dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di
lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan

mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber

39 Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012 him 14
40 Abdulkadir Muhammad. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2004 him 168
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan

dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip dan

literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-

konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok

penulisan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

hukum mengikat berupa Perundang-Undangan yang terdiri dari:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil
Amandemen.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73

Tahun 1958 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di
Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia.
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b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah, tulisan
ilmiah dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti.

1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

3) Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan

sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber yang telah dipilih
sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh narasumber.** Narasumber

pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

41 Abdulkadir Muhammad, Op Cit. him. 164.
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1. Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Provinsi Lampung 3 orang

2. Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Universitas Lampung 1 orang +
Jumlah 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data
Untuk melengkapi data guna pengujian hasil peneletian ini digunakan
prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, vyaitu
pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi
kepustakaan library research. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk
memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan
cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang,
serta bahan-bahan ilmiah lainya yang mempunyai hubungan dengan

permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data
Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data.
Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh
melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan
pengolahan data dilakukan sebagai berikut:
a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi

data yang kurang lengkap.
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b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang
ditentukan.
c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara

sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan
permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan
penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriktif, yaitu
dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari
permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis
berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal

yang umum ke hal-hal yang khusus.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

1. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai sentra
penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak
pidana Pilkada, dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan
pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pilkada oleh Bawaslu,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung
Republik Indonesia.

2. Faktor penghambat peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
dalam penanggulangan tindak pidana pemilihan kepala daerah, Sentra
Gakkumdu sesungguhnya punya kewenangan untuk mengumpulkan dan
mendalami bukti-bukti yang dibutuhkan maupun keterangan saksi sebelum
laporan/temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu diteruskan kepada
pihak kepolisian oleh lembaga Pengawas Pemilu. faktor penghambat yang
paling menonjol pada peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

dalam penanggulangan tindak pidana pemilihan kepala daerah dari pihak
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masyarakat dimana masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran Pemilu

tidak melaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran yaitu:

1. Adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu maka peran Sentra
Gakkumdu (Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan) dapat lebih
ditingkatkan dalam pemilihan penanganan tindak pidana Pilkada. Gakkumdu
sendiri punya tugas dalam menyidik segala kejahatan Pemilu yang dilaporkan
dari Panwaslu/Bawaslu. Apabila ditemukan cukup bukti adanya pelanggaran
atau pun kejahatan Pemilu, Bawaslu/Panwaslu melaporkan ke polri untuk
proses penyidikan.

2. Peran masyarakat dalam proses penegakan hukum sangat diperlukan dimana
masyarakat yang mengetahui secara langsung adanta pelanggaran Pemilu
dapat melaporkan segala jenis Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pemilu
dan sebagaimana ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melalui

aparat yang berwenang.
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